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RUUEBT Jangan Hanya
Menguntungkan Pebisnis

JAKARTA - Rancangan Un-

dang-Undang Energi Baru Ter-
barukan (EBT) diharapkan da;
pat memberikan solusi terbaik
dalam pengembangan energi
hijau. Harus ada pemahaman

 yang baik dari para pelaku ke-
‘bijakandanstakeholder lainagar

payung hukum yang dibuat
tidak merugikan salah satu
pihak.

Demikian antaralainkesim-

pulandiskusiPolemik MNC Tri-
jayabertema ‘Regulasi EBT un-
tuk Siapa?” yang digelar akhir
pekan lalu. Pada diskusi ter-
sebut hadir sebagai pembicara
adalah akademisi Institut

TeknologiSepulahNopember
(TS)yangjugamantananggota
Dewan Energi Nasional(DEN)
Prof Mukhtasor, Ketua Hatian
Yayasan Lembaga Konsumen
Indonesia (YLKI) Tulvs Abadi,
danDirekturBksekutifIndonesia
Resources Stdies (IRESS) Mar-
wanBatubara,

Marwan yang juga;pemer-
hati sektor energi meminta,
RUUEBTyangsekarangberada
di DPR ditengarai ditunggang
motif bisnis. Hal itu harus di-
cegah agar payung hukum pen-
gembangan EBT di Tanah Air
mampu membangun kemandi-
rian energi, industri nasional,

dankesejahteraan masyarakat.
"Jangan sampai karena hanya
mendapat informasi dari satu
pihal regulasi yang muncul
lebih banyak untuk kepenting-

anbisnis, mengakomodasi mo-

tif-motif bisnis yang berlin-
dung dalam narasi pencapaian
target bauran EBT 23% pada
2075 dan mitigasi perubahan
tklim, Wjarnya.

Kepentingan bisnis yang di-
maksud Marwan, misalnya ter-
akomodasi pada skema feed in
tariff dalam RUUEBT yangber-
potensimerugikan dalamjangka
panjang.
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Pada kesempatan yang sa-
ma, Mukhtasor mengungkap-
kan bahwa terkait skema feed in
tariff yangditerapkanpadakon-
trak jual beli listrik EBT meru-
pakan langkah tidak tepat. Ske-
ma tersebut kini sudah tidaklagi
dipakai di banyak negara karena
awalnya digunakan untuk me-
ngembangkan EBT yang masih
mahalsehinggabutuhinsentif.

Mukhtasor menambahkan,
motifdasarpembuatan UUEBT
harus jelas. Jika dasarnya ada-
lah upaya menurunkan emisi
karbon, tak ada hal yang sangat
krusialuntukmenggenjotpem-
bangunan EBT engan me-
ngorbankankepentinganpihak
lain. “Kalauhanyamenurunkan
emisi, kita itu sebenarnya se-
dang baik-baik saja. Emisi
sektorkelistrikanituturundari
1.669 juta ton CO2 jadi 1.355
juta ton CO2 ekuivalen, yang
perlu dikhawatirkan itu justru
di sektor kehutanan, bisa tidak
hentikan kebakaran hutan, alih
fungsi lahan untuk tekan emisi
karbon,” ujarnya. Sementara,
jika motifnya adalah untuk
mencapai bauran EBT 23% di
2025 darisekitar11,5% saatini,
Mukhtasor mengingatkan bah-
wa target itu bukanlah sesuatu
vang harus dicapai dengan se-
gala cara. Target 23% EBT di
2025 itu sebenarnya dibarengi
dengan keterangan sepanjang

keekonomiannya terpenuhi.
“Jadi kalau keekonomian ini
tidak terpenuhi, ya enggak ha-
rus,” bantahnya. -

Dia mengungkapkan, kebi-
jakan pengembangan EBT ha-
rus diikuti upaya menumbuh-
kan industri terkait EBT di da-
lamnegerisehinggadapatmen-
ciptakamn nilai tambah seperti
serapan tenaga kerja oleh in-
dustri, pajak, dan lainnya. “Nah
di Indonesia kan tidak. Jadi in-
sentifnyaituamblasbegitusaja,
hanya dinikmati pembangkit
swasta,” tutur Mukhtasor.

RUU EBT harus disinkro-
nisasi dengan undang-undang
ataupun regulasi lain, seperti
regulasi pengembangan indus-
tri dalam negeri. Menurut Mu-
khtasor, insentif sebaiknya di-
salurkan untuk menciptakan

Tar*;gkapan layar saat diskusi Polemik MINC Trijaya yang menghadir-

kanakademilTS Profesor Mukhtasor, Direktur EksekutifIRESS
Marwan Batubara dan Ketua Harian YLKI Tulus Abadi.

kemandirian industri nasional
di bidang EBT, semisal pada in-
dustri dalam negeri yang me-
ngembangkan dan mempro-
duksipanel surya, turbin, dan
sebagainya. “Intinyabangun du-
lu ekonomi produktif, jangan
modal nasienal- nanti habis
untuk feedintariff sajatanpaada
mnrilai tambahnya. Hapus feed in
tariff dari RUU EBT,” tegasnya.

Mukhtasor juga mengkritik
rencana penerbitan Perpres
tentang Pembelian Tenaga Lis-—
trik Energi Terbarukan oleh PT
PLN.Menurutdia, perpresyang
antara lain mengatur soal tarif
Pembelian Tenaga Listrik Ener-
gi Terbarukan oleh PT PLN itu
sudah tidak relevanlagidengan
kondisi saatini, di mana harga
energi baru terbarukan (EBT)
sudahsemakinmurah. “Intinya
nantiharga ditetapkan oleh pe-
merintah, tetapi klausul di da-
lammnya bisa bervariasi, tergan-
tung. PLN akan membeli dari
swasta, harga ditetapkan oleh ne-
gara. Kalau ditetapkan oleh ne-
gara, artinya bukan harga pasar,
berartiadaintervensi,”katanya.

Sementara itu, Tulus Abadi
berpendapat, RUU EBT harus
mewalkili kepentingan semua
pihak, khususnya stakeholder
utama. Kendati bertujuan po-
sitif, dia berharap regulasi yang
dibuattidakmemberatkankon-
sumen di masa mendatang.
“Target bauran EBT pada 2025
kan 23% dan itu baru tercapai
11.,5%, itu masih harus dikejar.
Akan tetapi harus ada kebijakan
yvang adil untuk semua pihak,”
ujarnya.

Pada diskusi itu, juga diba-
hasperihalrevisiPermen ESDM

Nomor 49/2018 tentang Peng-
gunaan Sistem: Pembangkit
Listrik Tenaga Surya Atap oleh
Konsumen PT PLN (Persero).
Salah satu . yang mendapat
sorotanadalahrencanarencana
perubahan tarif ekspor-impor
listrik dari PLTS Atap dari

,0,65: 1 menjadil:1.

“Sejumlah pakar mengata-
kan yang adilitu 0,65:1, karena
ada biaya yang harus dikeluar-
kan PLN dalam prosesnya. Tapi
kalau 1:1 ini bisa membuat PLIN
tidak efisien, lalu biaya opera-
siomal akan meningkat, yang
berpotensi ditanggung APBN
atau konsumen. Kalau ini di-
paksakan hanya pemilik PLTS
Atap yang diuntungkan, imbal
hasil investasinya jadilebih ce-
pat, ini kan artinya motif bis-
nis,” ucap Marwan.

- - Marwan menambahkan, ke-
khawatiran adanya motif bisnis
juga terlihat pada rencana pe-
rubahan regulasi Permmen ESDM
terkait PLTS Atap. Dia menilai,
Kementerian EnergidanSumber
Daya Mineral (ESDM) terkesan
mengesampingkan pendapat
para akademisi dan pemangku
kepentingan lain dalam revisi
regulasiEBTtersebut.“Adakesan
bahwa mereka tidak mengang-
gap penting aspirasi dari publik,
terutama dari para pakar yang
adadikampus,”’ungkap Marwan.

Padahal, kata Marwan, ber—
dasarkan Undang-Undang (UU)
tentang Pembentukan Peratur-
an Perundang-undangan No 12
tahun 2011, publik wajib dilibat-
kan, terutama para pakar yang
ahlidibidangnya.
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